
 
 

 
 

 
WALIKOTA BIMA 

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 
PERATURAN WALIKOTA BIMA 

NOMOR         TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018 

TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN REHABILITASI DAN 

REKONSTRUKSI PASCABENCANA SEKTOR PERUMAHAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BIMA TAHUN 2018 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA BIMA, 
 
Menimbang   : 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
Mengingat   : 

a. bahwa dalam rangka melaksanakan rehabilitasi dan 

rekonstruksi sektor perumahan agar tepat sasaran, 
tertib, lancer, efektif, efisien dan akuntabel, diperlukan 

pedoman pelaksanaan kegiatan; 
b. bahwa sehubungan dengan adanya tuntutan 

peningkatan pelaksanaan serta adanya dinamika 

kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
sektor perumahan di lingkungan pemerintah kota bima 
khususnya pada kegiatan relokasi perumahan, maka 

Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Dan 

Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018 perlu 
disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk 
Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi 
Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan 

Pemerintah Kota Bima Tahun 2018; 
 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 

Pembentukan Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

 

 
 



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang             

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4725); 
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5059); 
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5188); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5879); 

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5601); 
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4574); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4828); 
 



14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4829); 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan; 

17. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang 
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 16);  
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 

tentang Pedoman Organisasi Tata Kerja Badan 
Penanggulangan Bencana Daerah; 

20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan 

Rakyat Republik Indonesianomor 28/PRT/M/2015 
Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai Dan Garis 
Sempadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 772); 
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 517); 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomoe 1312); 
23. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah  Kota Bima 
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 
2012 Nomor 130); 

 
 

 
 
 

 
 



24. Peraturan Walikota Bima Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi 

Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima Tahun 2017-
2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Bima Nomor 63 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Walikota Bima Nomor 16 
Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Rehabilitasi dan 

Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang Kota Bima 
Tahun 2017-2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 
2017 Nomor 391); 

25. Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Dan 

Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan Di 
Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 
2018(Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 

419); 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN WALIKOTA BIMA NOMOR 26 TAHUN 2018 
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN 
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA 

SEKTOR PERUMAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH 
KOTA BIMA TAHUN 2018. 

 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Bima Nomor 26 Tahun 2018 
Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi 

Pascabencana Sektor Perumahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Bima 
Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2018 Nomor 419) diubah 
sebagai berikut: 

   
1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 
  

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana 
Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bima Tahun 2018, yang 
selanjutnya dalam peraturan ini disebut Petunjuk Teknis atau Juknis, 

merupakan perubahan dari Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi dan 
Rekonstruksi Pascabencana Sektor Perumahan di Lingkungan Pemerintah 

Kota Bima Tahun 2018 sebagai acuan bagi Pemerintah Kota Bima serta pihak 
lain yang terkait dalam kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana 
di Kota Bima.  

 
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 2 

  
Perubahan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah 

perubahan pada rehabilitasi dan rekonstruksi untuk kegiatan relokasi 
perumahan sebagaimana tercantum dalam  Lampiran yang merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.  



 
 

Pasal II 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Bima. 

 
 
 

 

Ditetapkan di Kota Bima 

pada tanggal                        2018 
 

WALIKOTA BIMA, 
 
 

 
 

MUHAMMAD LUTFI 
 
 

Diundangkan di Kota Bima 
pada tanggal                       2018 
 

SEKRETARIS DAERAH, 
 

 
 
 

MUKHTAR 
 

 

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2018 NOMOR 


